BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 4). TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA DAN STANDAR BIAYA
OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

. Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin dan
kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan
perangkat Desa serta unsur-unsur lainnya di lingkungan
Pemerintah Desa, perlu memberikan tunjangan dan biaya
operasional serta honor lainnya bagi unsur-unsur
penyelenggara Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 dan Pasal
82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, menyebutkan Pimpinan dan anggota
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk
memperoleh tunjangan dan biaya operasional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2020
. tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa dan Biaya Operasional di
Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau,
tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang terkait Besaran
Honor dan Biaya Operasional yang berlaku di Desa
sehingga berlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Badan
Perrnusyawatan Desa dan Standar Biaya Operasional serta
Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa di
Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180}, /'-)
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP daerah.

(2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, Bupati
dapat meminta APIP daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Satuan standar biaya yang belum terakomodir dalam Peraturan ini
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

(] Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah
Desa di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2020 Nomor 643) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamandau.
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
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BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 36§




